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ABSTRAK

Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi ideologis-
politis dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi ini membawa pada situasi di mana perdebatan-
perdebatan mengenai konstitusi berjalan alot dan memakan waktu yang cukup lama.
Perbedaan yang signifikan dalam masalah konstitusi adalah mengenai konsep dasar dan
bentuk Negara. Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang
berbeda saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak menemukan jalan
kompromi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ideology bangsa sebagai sebuah
konsensus masih terbuka untuk diperdebatkan.

Peluang perdebatan ideology Negara sempat tertutup ketika rezim Orde Baru
berkuasa di Indonesia. Hal ini terjadi karena politisasi masyarakat Indonesia dalam
penyeragaman ideology dan politik dalam satu asas tunggal yaitu Pancasila. Elemen-elemen
masyarakat yang mencoba mengkritisi atau cenderung melakukan gerakan penolakan
terhadap proses politisasi ini dimarginalisasikan dan bahkan diberangus eksistensinya.
Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok-kelompok Islam Militan yang secara umum
memperjuangkan dua hal, yaitu struktur sosial dan struktur politik. Implikasi politisnya
kelompok-kelompok ini mengalami tekanan dan hambatan dari kekuasaan yang lebih sering
menggunakan alat Negara yaitu tentara secara represif.

Pada era reformasi, ketika kebekuan demokrasi kembali cair, kelompok-kelompok
masyarakat yang sempat tertekan pada masa Orde Baru mulai menampakan diri. Bukti yang
sangat jelas adalah munculnya organisasi-organisasi yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam,
walaupun dalam realitasnya juga terdapat banyak variannya. Kemunculan organisasi ini lebih
dilatar belakangi oleh konteks social-politik bangsa Indonesia. Dunia konteks tersebut
diyakini sebagai realitas yang dihadapi bangsa Indonesia dalam krisis, oleh karena itu
penanganan Krisis yang dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi social-politik dalam
system yang baru.

Majelis Mujahidin merupakan salah satu organisasi yang berbasiskan Islam yang
memperjuangkan perubahan system social-politik secara mendasar. Tuntutan penegakan
syari’at Islam dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan
akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa
krisis dan segala bentuk tragedy yang dialami bangsa Indonesia disebabkan karena ketidak
adanya kedaulatan Allah, dan dilanggarnya hukum-hukum Allah yang kebenarannya mutlak.
Untuk kepentingan ini Majelis Mujahidin mengajak segenap kekuatan Islam beraliansi untuk
mnegakkan Syariat Islam dan kedaulatan Allah dengan jalan berjihad.

Dalam konteks perjuangannya, Majelis Mujahidin menggunakan dua metode. Yaitu
dakwah secara structural, yaitu dengan membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan
politik, dan dakwah secara cultural, yaitu dengan melakukan pendekatan massa dan
memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya penegakkan Syariat Islam di
Indonesia. Basis massa inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti legimitasi perjuangan
Majelis Mujahidin
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ABSTRAKSI

Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi
ideologis — politis dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi ini membawa pada
situasi di mana perdebatan-perdebatan menganai konstitusi berjalan alot dan
memakan waktu yang cukup lama. Perbedaan yang signifikan dalam masalah
konastitusi adalah mengenai konsep dasar dan bentuk negara. Kelompok-
kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda saling
mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak menemukan jalan
kompromi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi bangsa sebagai
sebuah konsensus masih terbuka untuk diperdebatkan. '

Peluang pedebatan ideologi negara sempat tertutup ketika rezim Orde Baru
berkuasa di Indonesia. Hal ini terjadi karena politisasi masyarakat Indonesia
dalam penyeragaman ideologi dan politik dalam satu asas tunggal, yaitu pancasila.
Elemen-clemen masyarakat yang mencoba mengkritisi atau cenderung melakukan
gerakan penolakan terhadap proses politisasi ini dimarginalisasikan dan bahkan
diberangus cksistensinya. Termasuk dalam kelompok im adalah kelompok-
kelompok Jslam militan yang secara umum memperjuangkan dua hal, yaitu
struktur sosial dan struktur politik. Implikasi politisnya, kelompok-kelompok ini
mengalami tekanan dan hambatan dari kekuasaan yang lebih sering menggunakan
alat negara yaitu tentara secara represif.

Pada era reformasi, ketika kebekuan demokrasi kembali cair, kelompok-
kelompok masyarakat yang sempat tertekan pada masa Orde Baru mulai
menampakkan diri. Bukti yang sangat jelas adalah munculnya organisasi-
organisasi yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, walaupun dalam realitasnya
juga terdapat banyak variannya. Kemunculan organisasi ini lebih dilatar belakangi
oleh konteks sosial — politik bangsa Indonesia. Dua konteks tersebut diyakini
sebagai realitas yang dihadapi bangsa Indonesia dalam krisis. Oleh karena itu,
penanganan krisis dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi sosial — politik
dalam sistem yang baru.

Majelis Mujahidin merupakan salah satu organisasi yang berbasiskan
Islam yang memperjuangkan perubahan sistem sosial — politik secara mendasar.
Tuntutan penegakkan Syari’at Islam dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia
untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan.
Hal im berangkat dan keyakinan bahwa krisis dan segala bentuk tragedi yang di
alami bangsa Indonesia disebabkan karena ketidak adanya kedaulatan Allah, dan
dilanggarnya hukum-hukum Allah yang kebenarannya mutlak. Untuk kepentingan
ini, Majelis Mujahidin mengajak segenap keckuatan JIslam beraliansi untuk
menegakkan Syari’at [slam dan kedaulatan Allah dengan jalan berjihad.

Dalan konteks perjuangannya, Majelis Mujahidin menggunakan dua
metode, yaitu dakwah secara struktural, yaitu dengan membangun aliansi dengan
kekuatan-kekuatan politik, dan dakwah secara kultural, yaitu dengan melakukan
pendekatan massa dan memberikan pemahaman yang luas tetang pentingnya
pengakkan Syan’at Islam di Indonesia. Basis massa inilah yang kemudian
dijadikan sebagai bukti legitimasi perjuangan Majelis Mujahidin.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya aktifitas keagamaan yang bercorak purifikasi,' merupakan
gejala sosial yang menarik untuk dicermati. Apalagi perkumpulan-
perkumpulan yang muncul itu selalu dipadati oleh kalangan generasi muda,
yang memperlihatkan antusiasme dalam menyebarkan misi Islam. Gejalanya
sangat mudah dikenali, terutama karena simbol-simbol keagamaan yang
tampak pada gaya penampilan fisik yang cenderung berbeda dengan
kebanyakan penganut Islam yang umum ada di masyarakat. Perubahan
menuju purifikasi ajaran Isiam bermula dari jasa KH Ahmad Dahlan, pendiri
Muhammadiyah (18 November 1912) yang mencoba mengenalkan pemikiran
pembaharuan mulai dari hal-hal yang kecil, seperti mengubah arah kiblat,
memperbaiki kondisi kebersihan daerah kauman dengan memperbaiki dan
membersihkan jalan dan parit, membuang kebiasaan yang tidak baik yang
tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjuinya, dengan adanya kontak antara Islam
dan dunia Iuar sc;perﬁ Timur Tengah ataupun dengan negara-negara lain yang

ada pemeluk Islamnya, mengakibatkan keberagamaan umat dalam memahami

! purifikasi diartikan sebagai sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai tujuan untuk
mengembalikan keaslian ajaran dalam arti pemahamanan terhadap teks-teks yang menjadi sumber
ajaran. Gerakan ini dilakukan karena pemahaman terhadap teks ajaran yang ada sudah di nilai
melenceng dari ketentuan yang sebenarnya, dalam hal ini adalah agama Lihat Munir Mulkhan,
Gerakan Pemurnian Islam, (Yogyakaria : Pustaka Pelajar, 2000), him, 17-20,

2 Deliar Noer, Gerakan Modern Isiam di Indonesia 1900 — 1942, (Jakarta: LP3ES, 1982),
him.85.



Islam, maka gerakan-gerakan Islam lain pun mulai tumbuh di Indonesia.
Corak dari gerakan-gerakan tersebut sangat beragam ada yang berorientasi
pada pola hidup tarekat, purifikasi, perjuangan politik, serta menghidupkan
kembali (revival) kejayaan umat Islam dahulu.

Timbulnya realitas kéberagamaan im sebenarnya tidak dipengaruhi
oleh pemahaman terhadap kitab sucinya saja, melainkan juga oleh beberapa
faktor : kebudayaan setempat umat itu berada, arus pemikiran keberagamaan
yang diterima (Timur Tengab, India, dan sebagainya), arus pemikiran
modemnis (barat) serta kepentingan ekonomi dan politk. Akibat dari hal
tersebut, dalam Islam terdapat banyak aliran, seperti sunni, mu ‘tazilah, syi’ah,
dan sebagainya.

Di Indonesia juga dikenal dengan Islam sekuler, Islam abangan, Islam
modernis, Islam tradisionalis, dan Islam sempalan. I[slam sekuler sangat
dipengaruhi oleh budaya Barat, Islam modemis dipengaruhi oleh gerakan
pembaharuan di Timur Tengah. Islam tradisionalis sangat dipengaruhi oleh
regenerasi kitab kuning.® Sedangkan kelompok Islam sempalan adalah
seckelompok orang yang mengorganisir diri dengan mengatas namakan agama
[slam dengan aktifitas, identitas khas yang berbeda dengan kelompok Islam
yang lain. Atas dasar pengertian tersebut, suatu kelompok keagamaan dapat

Vdikategorikan aliran Islam sempalan bila memiliki bentuk dan ciri khas

* M. Masyhur Amin, Dinamika Islam; Sejarah Transformasi dan Kebangkitan,

(Yopyakarta: LKPSM, 1996), him. 151-152.



keagamaan tersendiri, baik simbol-simbol maupun dokirin ajarannya.* Selain
itu, istilah sempalan ini dipakai untuk menyebut aliran keagamaan yang
dianggap aneh, alias menyimpang dan akidah, ibadah, amalan yang lazim
dilakukan oleh masyarakat dan sudah dianggap sudah mapan (established).
Gerakan sempalan adalah gerakan yang menyimpang atau memisahkan dan
ortodoksi ikatan yang dianggap mapan yang berlaku di masyarakat® Di
Indonesia ortodoksi atau organisasi keagamaan yang sudah mapan adalah
Nahdlatul Ulama, Muhammadivah, Persatuan Islam, Serikat Islam, dan lain-
lain. Gerakan sempalan muncul karena kecewa terhadap organisasi keagamaan
tersebut yang dianggap sudah tidak mempunvai concern untuk mengubah
masyarakat menjadi 1slam, dan lebih condong pada perbaikan sosial
kemasyarakatan saja, tanpa refleksi yang mendalam tentang bagaimana
membentuk masyarakat yang Islami.

Pada era pasca kemerdekaan (Orde Lama) dan masa Orde Baru,
gerakan-gerakan [slam yang dianggap tidak kooperatif dengan penguasa
dibatasi bahkan diberangus keberadaannya. Kelompok Islam ini disinyalir
menipakan ancaman tersendiri bagi persatuan Republik Indonesia, karena
gerakan-gerakan yang dilakukan lebih mengarah pada tuntutan pembaharuan

sistem dengan ajaran Islam. Kontrol terhadap umat Islam dilakukan dengan

! Apus Affandi, Melihar Sisi-Sisi kelompok Agama di Perguruan Tinggi Umum, dalam
Paramadina, edisi Juli 2000, hlm. 114.

5 Martin Van Bruinessen, Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia, Latar Belakang
Sosial Budeya, dalam Ulumul Qur an No. 1, Vol. 3, 1990), hlm, 16-17.



memberlakukan tentara secara represif, akibatnya tidak jarang ketakutan
muncul dari benak kaum muslimin

Akibat dari represifitas yang berjalan lama tersebut, maka ketika
gelombang reformasi berjalan, kelompok-kelompok Islam baru muncul di
mana-mana. Tuntutannya pada awalnya adalah penyelesaian kasus-kasus yang
menjadikan umat Islam menjadi korban, seperti peristiwa Tanjung Priok.
Namun sejalan dengan perkembangan sosial-politik Indonesia, gerakan Isiam
ini menuntut adanya pemberlakuan Syari’at Islam. Pangkal pemikiran ini
berawal dari sejarah bangsa Indonesia yang pemah memberlakukan Piagam
Jakarta (Pembukaan UUD 1945) yang secara eksplisit menyebutkan
kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi
karena pergolakan politik pada awal Orde Lama, maka kata-kata tersebut
dihilangkan. Organisasi-organisasi Islam yang memuntut diberlakukannya
kembali Piagam Jakarta antara lain FPI, Laskar Jihad, Persis, Kisdi dalam
organisasi politik terdapat PPP, PK, dan PBB.

Wacana pemberlakukan Syari’at Islain (Islam) dalam scbuah negara
yang pemah direpresentasikan dalam Piagam Jakarta mengemuka kembali
ketika peluang ke arah hal tersebut terbuka. Wacana seperti ini sebenarnya
berawal dari perdebatan tentang relasi agama dan negara. Ibnu Taymiyyah

menyatakan bahwa wilayah (organisasi politik) bagi persoalan kehidupan

® sebagai contoh dari bentuk represifitas negara adalah peristiwa Tanjung Priuk yang

menewaskan ratusan nyawa umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah menganggap bahwa
seckelompok yang mengatasnamakan Islam akan melakukan pemberontakan terhadap kekpasaan
yang sah, sehingga sebelum perlawanan menjadi luas, kekuatan itu harus dibancurkan. Tokoh-
tokoh Islam yang terlibat dalam kasus Tanjung Priok pada zaman Orde Baru dijadikan tahanan
politik (tapol). Penyelesaian kasus tersebut yang melibatkan Tri Sutrisno sebagai Pangdam Jaya
waktu itu belum ada titik terangnya.



sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa
topangannya, agama tidak akan tegak kokoh. Dan karena Allah SWT
mewajibkan kenia amar ma’ruf nahi munkar, dan menolong pihak yang
teraniaya. Semua yang diwajibkan mengenai jihad, keadilan, dan menegakkan
hudfd tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.’
Dengan perkataan lain Islam memerlukan negara bagi pembumian ajaran-
ajarannya.

Dalam Islam, wawasan kekuasaan harus disinari dengan wawasan
moral sebagai salah satu indikator iman dalam konteks dan realitas sejarah.
Sekalipun sejarah Islam di tempat-tempat dalam beberapa periode sering
menghianati dan mencdai prinsip moral dan cita-cita politik Islam. Namun
perlu diyakini bahwa Islam bukan sekedar prinsip moral dan cita-cita politik,
tetapi juga memerlukan sarana sejarah untuk merealisasikannya dalam semua
dimensi kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan mesin kekuasaan yang
mempunyai otoritas memaksa terhadap warganya dalam meinatuhi undang-
undang yang berlaku. Mesin kekuasaan tersebut adalah negara.®

Kenyataan di atas kiranya dapat dikorelasikan dengan realitas
kehidupan di Indonesia sckarang, dengan segala aspek problematikanya
disinyalir karena tidak tunduk pada kedaulatan Allah SWT. Schingga perlu
ada rekonstruksi terhadap segala bidang, terutama yang berkaitan dengan

ideologi yang terbangun sampai saat ini. Salah satu solusi yang diyakini dapat

" Ibn Taymiyyah, as-Siyxdsa asy-Syar iyyah, (Beirut | Darul Kitdb al-Arabiya, 1996), him.
138.

8 Ahmad Syafi'i Ma’arif, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1965), (Jakaria : Gema Insani Press, 1996), hlm. 181-182.



menyelesaikan persoalan adalah pemberlakukan Syari’at Islam di Indonesia,
karena dengan demikian, bangsa Indonesia akan mendapat perlindungan
langsung dari Allah SWT.

Majelis Mujahidin adalah salah satu gerakan keagamaan yang
menuntut  pemberlakuan Syari’at Islam. Organisasi ini muncul dan
berkembang di Indonesia dan bersifat mewadahi gerakan perjuangan Islam
untuk penegakkan syari’at Islam yang dilahirkan melalui kongres Mujahidin I
yvang diselenggarakan di Yogyakarfa tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H,
bertepatan pada tanggal 5-7 Agustus 2000.° Majelis Mujahidin bermaksud
menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (mujahidin).
Tujuannya adalah untuk bersama-sama berjuang menegakkan syari’at Islam
dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam aspek pemerintahan,
sehingga tauhid menjadi asas dan syari’at Islam menjadi rujukan tunggal bagi
sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun
internasional.”®

Bagi Majelis Mujahidin, Syari’at Islam adalah segala aturan hidup
serta tuntutan yang diajarkan agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW. Majelis Mujahidin bersifat fansig atau aliansi
gerakan (amal) di antara umat Islam (mujahid) berdasarkan ukhuwah,

persamaan aqidah, serta manhaj perjuangan, sehinggan majelis ini mampu

® Seri Publikasi Majelis Mujahidin, Mengenal Majelis-Mujahidin, (Yogyakarta : Markaz
Pusat Majelis Mujahidin, t.1.p), hlm. 15.

9 rbid., hlm. 15-16



menjadi wadah umat dalam hal berjuang menegakkan dinullah di muka bumi
ini, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, maupun negara.!'

Dengan rumusan gerakan dan penckanan terhadap perjuangan
menegakkan Syari’at Islam dalam sistem pemerintaban, Majelis Mujahidin
dalam konteks gerakan Islam di Indonesia dapat dikategorisasikan dalam
kelompok Islam politik. Artinya bahwa Majelis Mujahidin merupakan gerakan
aliansi organisasi-organisasi Islam yang bergerak pada wilayah politik dalam
upayanya menegakkan Syari’at Islam dalam institusi formal. Tentunya tujuan
politik ini membutuhkan suatu gagasan argumentatif mengenai penerapan

syari’at Islam sebagai konstitusi sebuah sistem hukum negara.

. Rumusan Masalah
~ Dan latar belakang di atas, persoalan penting yang terkait dengan
Wacana Islam sebagai Dasar Negara dalam perspektif Majelis Mujahdin
adalah :
1. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin Indonesia terhadap wacana
Islam sebagai dasar negara ?
2. Bagaimana Strategi dan Gerakan Majelis Mujaudin dalam merealisasikan

tujuan menegakkan Syari’at Islam ?

U rbid, him. 16.



C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

perkembangan wacana penegakkan Syarn’at Islam dalam konteks negara,

khususnya di Indonesia. Hal ini terkait dengan fenomena yang ada, bahwa

kemunculan wacana ini cukup memicu timbulnya kontroversi dalam

masyarakat. Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk :

1.

Mendeskripsikan pandangan Majelis Mujahidin terhadap wacana Islam
sebagai dasar negara.
Menjelaskan bagaimana Majelis Mujahidin dalam melihat Islam dan

formasinya dalam konteks kenegaraan.

. Menjelaskan tentang strategi dan aksi Majelis Mujahidin  dalam

merealisasikan tujuannya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensip tentang wacana Islam

sebagai dasar negara dalam perspektif Majelis Mujahidin,

Memberikan pemahaman tentang formasi Islam sebagai dasar negara
dalam perspektif Majelis mujhidin.

Masyarakat dapat memahami gerak perjuangan Majelis Mujahidin dalam

menegakkan Syari’at Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul Gerakan Modern Islam di

Indonesia 1900-1942 menjelaskan bahwa asal usul gerakan modern Islam



terdin dari dua bagian besar, yaitu gerakan pendidikan sosial, dan gerakan
politik. Pada wilayah pendidikan dan sosial, gerakan Islam dimulai dari
daerah Minangkabau, karena di sana terdapat banyak kelompok-kelompok
masyarakat yang terdiri dari orang-orang Arab. Dari akar gerakan ini
kemudian muncul gerakan Islam dalam bidang yang sama seperti
Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan lain-lain.
Sedangkan gerakan Islam politik dapat diidentikkan dengan
kemunculan Sarekat Islam (1911). Dan akar gerakan Islam politik ini muncul
gerakan-gerakan lain, terutama pada masa Orde Lama yang menjelma dalam-
partai poliﬁk Islam, seperti Masyumi, NU, dan lain-lain. Namun demikian,
gerakan Islam politik tidak berlangsung lama ketika rezim Orde Baru
memberlakukan asas tunggal dan mewajibkan seluruh organisasi sosial
politik menggunakan pancasila. Proses ideologisasi ini kemudian mereduksi
gerakan-gerakan Islam politik dan meminimalisisr perannya dalam panggung
politik Indonesia, terutama setelah terjadi kegiatan fusi partai-partai poltik
yang berbasiskan ideologi Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Proses fusi politik tersebut sebenarnya merupakan langkah rezim
Orde Baru dalam melakukan kontrol dan pembinaan poltik terhadap partai-
partai yang ada. Dengan demikian, gerakan-gerakan Islam politik yang
berfusi dalam partai politik (PPP) sangat terbatas. Ketika partai politik
dikebiri sedemikian rupa, muncul gerakan-gerakan Islam politik yang

bersumber dari organisasi massa. Belakangan setelah era reformasi bergulir,
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gerakan-gerakan Islam politik seperti Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, dan
lain-lain bermunculan.

Khamami Zada dalam bukunya yang berjudul Islam Radikal,
Pergulatan Ormas-Ormas Islam, menjelaskan bahwa motivasi gerakan-
gerakan Islam politik dewasa ini ditimbulkan oleh adanya spirit unfuk
melakukan perlawanan terhadap resistensi yang dilakukan oleh pemerintah
(Orde Bam) dalain melakukan peminggiran-peminggiran politik. sehingga,
ketika rezim Orde Baru tersebut tumbang, organisasi-organisasi [slam politik
menemukan momentum yang tepat untuk kemudian menyatakan diri dalam
konteks perpolitikan nasional. Secara umum, gerakan-gerakan Islam politik
di Indonesia mempunyai paradigma yang sama menyangkut penerapan
Syari’at Islam, yaitu formalisasi. Namun demikian, gerakan-gerakan yang
dilakukan belumlah efektif, karena dilakukan dalam wilayah ekstra
parlementer, sementara pemegang otoritas konstitusi di Indonesia dipegang
oleh parlementer, sedangkan partai-partai politik yang berbasisikan Islam
yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap kekuasaan tidak dapat
memperoleh suara mayoritas.

Lebih lanjut, Khamami Zada menjelaskan bahwa pola perjuangan
gerakan Islam radikal di Indonesia dilakukan dalam dua pola ; kultural
dakwah Islam dan struktural. Kelompok Islam radikal yang menggunakan
pola ini adalah Majelis Mujahidin untuk mencapai mist utama pemberlakuan
Syariat Islam. Pendekatan struktural yang dilakukan Majelis Mujahidin,

adalah kekuasaan negara diupapayakan dipegang oleh seorang Muslim yang
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jelas komitmennya terhadap Islam dan siap memberlakukan Syariat Islam
dalam lingkup sosial kenegaraan schingga kehidupan bernegara dapat
dikelola sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh Allah SWT.
Operasionalisasi dari pendekatan struktural imi, Majelis mujahihidin
melakukan dua target. Perfama, membangun dan melakukan konsilidasi,
knistalisasi serta pembinaan pada kekuatan sosial-politik yang ada untuk
tegaknya syariat Islam. Kedua, mengembangkan kemampuan tansig dalam
member arahan sosial sesual dengan Syariat Islam pada pemerintahan yang
sedang berjalan. Sementara itu, pendekatan kultural dilakukan dalam format
gerakan pembinaan akidah, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi tanpa
mau terlibat sedikitpun dalam urusan perjuangan politik. Gerakan im lebih
mengutamakan pendekatan-pendekatan akhlak individual, keluarga dan
masyarakat. Usaha-usaha ini dilakukan melalu lembaga-lembaga pendidikan
formal atau non formal, pengajian, dan kursus-kursus keagamaan lainnya.
Gerakan-gerakan Islam di atas didasarkan pada satu nilai yaitu
universalitas dan kerahmatan Islam bagi seluruh alam. Interpretasi dari nilai
inilah yang kemudian memunculkan wacana-wacana tentang Islam dalam
berbagai bidang. Referensi tentang wacana Islam dalam bidang sosial —
politik dalam hal ini dimaknai sebagai negara sudah cukup banyak, antara
lain adalah Bakhtiar Effendi dalam bukunya yang berjudul Islam dan Negara.
Dalam perspektifnya, hubungan Islam dan Negara adalah akomodatif.
Artinya adalah bahwa negara sebagai struktur kekuasaan yang mempunyai

otorifas politikk mempunyai kewajiban mengakomodasi kepentingan-
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kepentingan yang bersifat publik. Kepentingan.publik ini dapat berwujud
tuntutan dalam bidang sosial, ekonomi, politik ataupun struktur hukum yang
harus diberlakukan. Masyarakat Islam mempunyai karakteristik tersendiri
dalam membangun struktur hukum, oleh karenya negara harus bisa
mengakomodasi karakteristik hukum Islam dalam undang-undang yang akan
diberlakukan kepada seluruh elemen pendukung negara.

Dalam buku karya Faisal Ismail berjudul Ideclogi Hegemoni dan
Otoritas Agama, dijelaskan bahwa Islam pada titk tertentu dapat
mengkonstruksikan sebuah wacana yang menghegemoni terhadap legitimasi
sosial. Fenomena ini dapat dilihat dari proses pengaakuan dasar negara
pancasila, di mana Islam mempunyal peranan signifikan dalam upaya
pembentukan legitimasi publik. Pancasila dianggap dapat mengakomodasi
kepentingan Islam melalui sila sato “ketuhanan yang maha esa”. Proses
legitimasi dalam ideologi ini kemudian dilakukan secara terus menerus dalam
kelas-kelas formal, yaitu penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman
Pancasila (P-4). Puncak dari hegemoni kekuasaan terhadap upaya legitimasi
ini adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi massa

dan partai politik di seluruh Indonesia.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis peneliian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data-datanya diolah melalui
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penggalian dan penelusuran melalui interviewer yang berkaitan dalam
kaitannya dengan pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam
penelitian ini.
2. Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya
dilakukan dengan metode : pertama, observasi, yaitu pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap
fenomena yang diselidiki."’ Kedua, wawancara, yaitu dengan melakukan
reportase terhadap sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang
ada.
3. Pendekatan Masalah
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan
sosiologis yaitu dengan mencoba mehhat realitas nilai berkaitan dengan
pola pikir yang meniadi landasan perspektif Majelis Mujahidin dalam
melihat wacana Islam sebagai dasar negara sebagaimana adanya. Pola
pikir dan segala bentuk tindakan Majelis Mujahidin bukan sebagai suatu
bentuk yang harus ditolak atau didukung, tetapi sebagai fakta sosial.”®
Fakta sosial im1 yang akan diamati, dipahami, dideskripsikan, dianalisis,
dan disimpulkan melalui cksistensinya dalam masyarakat dan dicermati

bagaimana kecenderungannya. '

12 Sutrisno Hadi, Methode Research I, (Y ogyakarta: Andi Offset, 1989), him. 143.

13 -George Ritzer, Sociology, a Multiple Paradigm Science, (Boston :Allyn and Bacon ,
1975}, hlm. 36-37.

4 Heru Nugroho, Menumbuhkan Ide-Ide Kritis, (Yogyakarta . Pustaka Pelajar, 2001),
hlm. 66-67.
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4. Analisis Data
Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi
dengan sekasama sesual dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa
dari perspektif sosiologis. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam
sumber akan dianalisis melalui metode :

1. Metode Indukiif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus,
peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dan fakta tersebut ditarik pada
kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk
memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang
diteliti."”> Pemahaman terthadap teks kaitannya sebagai wahyu yang
kemudian dianalisa dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam
kerangka sosial-keagamaan gerakan Majelis Mujahidin.

2. Metode Deduktif, Yaitu proses berfikir yang berangkat dari
pengetahuan atau fakata-fakta yang bersifat umum untuk menilai
pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam
rangka mengetahwi tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam
berbagai macam teks.*°

Proses analisis ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari
dan menginterpretasikan dengan metode-metode diatas yang diharapkan

mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

15 1bid., hlm.142.

8 1bid.
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F. Sitematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, methodologi, pendekatan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas fentang perdebatan konstituante awal dasar
negara Republik Indonesia. Pembahasan ini di mulai dari pembentukan
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada
masa kolonialisme Jepang dimana terdapat tiga kekuatan besar politik dalam
pembentukan konstitusi Indonesia. Dua kekuatan ini yaitu Nasionalis Islam
dan Nasionalis Sekuler melakukan perdebatan yang kemudian menghasiikan
sebuah preambule (pembukaan) dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Dijelaskan pula perdebatan lanjutan dalam
konstituante dan melibatkan perdebatan yang melebar yaitu dengan
munculnya Blok Sosial — Ekonomi yang memperjuangkan dasar Ekonomi
Sosialis. Perdebatan ini tidak sampai selesal, karena Majelis Konstifuante
dibubarkan sebelum tugasnya selesai.

Bab ketiga akan membahas tentang organisasi Majelis Mujahidin.
Sebagai salah satu perakan keagamaan yang bersifat aliansi dan mempunyai
tujuan untuk mendorong pemberlakukan syan’at Islam. Pembahasan im
difokuskan terhadap sejarah kelahiran, visi, misi dan cita-cita Majelis
Mujahidin dalam menciptakan struktur sosial masyarakat Indonesia.
Pembahasan juga dikonfrontasikan dengan realitas sosial — politik Indonesia

di mana Syari’at Islam belum terlaksana secara menyeluruh.
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Bab keempat adalah analisis terhadap perspektif Majelis Mujahidin
dalam melihat wacana Islam sebagai dasar negara. Dalam pembahasan ini
dijelaskan mengenai dimensi sosial agama, bahwa seluruh tindakan manusia
sebenamya dilandasi oleh sebuah nilai dasar yang diyakininya. Nilai dasar ini
bisa berwujud agama, ideologi, teknologi ataupun ilmu pengetahuan. Majelis
Mujahidin sebagai organisasi aliansi mempunyai penafsiran tersendiri
terhadap nilai-nilai dasar yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian
Juga dijelaskan mengenai hasil interpretasi itu dalam yang diidentifikasikan
sebagai dasar dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin di
Indonesia. Terakhir bab ini menjelaskan tentang format institusi penegak
konstitusi yang herbasisikan pada Syari’at Islam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan permasalahan di atas.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan-pembahasan di atas berkaitan dengan persepsi
Majelis Mujahidin tentang Wacana Islam sebagai Dasar negara dapat
disimpulkan sebagai berikut
1. Pandangan Majelis Mujahidin terhadap wacana Islam sebagai dasar negara

Pandangan Majelis Mujahidin tidak terlepas dengan konteks
sejarah konstitusi awal bangsa Indoensia. Pada awal pembentukan
konstitusi di Indonesia, terdapat tiga kekuatan polifik yang berpengaruh
dalam perpolitikan nasional. Ketiga kelompok im yang mempengaruhi
corak dari substansi konstitusi, yaitu : kekuatan politik yang mengusulkan
Pancasila sebagai dasar negara (Blok Pancasila), kekuatan politik yang
mengusulkan Islam sebagai dasar negara (Blok Islam), dan kekuatan yang
relatif paling kecil yang memperjuangkan sosialisme sebagai dasar negara
(Blok Sosial — Ekonomi).

Wacana dalam perdebatan konstitusi ini sudah mulai pada saat pra
kemerdekaan hingga terbentuknya Majelis Konstituante melalni Pemilu
Pertama pada tahun 1955. Wacana perdebatan yang paling alot adalah
tentang bentuk dan dasar negara. Ketiga kekuatan politik di atas bersikeras
mempertahankan usulannya masing-masing, schingga tidak mencapai

kesepakatan sampai hampir dilakukannya pemilu untuk ke dua kalinya.

70
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Atas dasar ini, konstituante dinilai gagal menyelesaikan masalah konstitusi
Indonesia, maka Soekamo selaku presiden memutuskan membubarkan
Konstituante dan mengembalikan konstitusi pada UUD 1945 melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Islam sebagai ajaran dan manifestasi kedaulatan Allah SWT harus
ditegakkan oleh setiap muslim kapan dan di mana saja. Termasuk
didalamnya adalah kewajiban bagi umat Islam wuntuk menegakkan
kedaulatan Allah dalam masalah kenegaraan. Untuk itu diperlukan
perangkat-perangkat untuk menopang pemberlakukan dan penegakkan
Syari’at [slam. Perangkat-perangkat itu berupa struktur kekuasaan dan
sistem hukum. Struktur kekuasaan harus di isi oleh orang-orang yang
mempunyai kapabilitas keislaman dan mempunyai komitmen terhadap
penegakkan Syari’at Islam. Selain itu, kekuasaan juga berfungsi sebagai
kontrol sekaligus kekuatan penekan terhadap pelaksanaan Syari’at Islam.
Struktur hukum dibutuhkan untuk secara formal memberlakukan Syari’at
Islam. Dalam struktur hukum ini, harus sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam, sehingga terdapat jaminan Syari’at Islam di dalamnya |

Secara tidak langsung, tuntutan penegakkan Syari’at Islam juga
akan berpengaruh terhadap struktur-struktur kenegaraan yang lain, namun
Majelis Mujahidin tidak menuntut untuk merubah dasar negara (Islam)
atau bentuk negara (negara Islam/Ddrul Isldm). Majelis Mujahidin pada
prinsipnya tidak mempersoalkan ke dua hal di atas, yang terpenting adalah

negara mampu membernkan jaminan terhadap tegaknya Syari’at Islam.
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2. Strategi dan Gerakan Majelis Mujahidin dalam merealisasikan tujuan
menegakkan Syari’at Islam

Majelis Mujahidin adalah organisasi sosial — keagamaan yang
didirikan di Yogyakarta dan mempunyai tujuan dan cita-cita menegakkan
Syari’at Islam di Indonesia. Atas dasar tujuan ini, Majelis Mujahidin
dalam gerakannya bersifat aliansi (famsig) yaitu dengan mencoba
menggalang segenap keckuatan Islam baik secara personal maupun
organisasi yang mempunyai kesamaan aqidah dan komitmen menegakkan
Syari’at Islam.

Nilai yang dikembangkan oleh Majelis Mujahidin sebagai landasan
ideologi adalah interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang dapat
dikategorikan dalam tiga konsep, yaitu ; universalitas Isiam, sifat
Rahmatan lil ‘dlamin dalam Islam, dan Amar Ma 'riif nahi Munkar. Ketiga
landasan nilai tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan jihad untuk

menegakkan Syart’at Islam di Indonesia.

B. Saran - Saran
Secara umum dengan melihat fenomena Majelis Mujahidin dalam
konteks pergerakan dan politik Indonesia, ada beberpa hal yang menjadi
catatan dan sekaligus saran, yaitu :
1. Majelis Mwyahidin yang melakukan tuntutan penegakkan Syari’at Islam
agar lebih mensosialisasikan gagasannya kepada khalayak yang lebih luas.

Hal ini selain memberikan pemahaman yang benar tentang substansi
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Syari’at Islam juga bisa menghilangkan stigmatisasi Syari’at Islam yang
sadis dan kejam yang bagaimanapun masih tetap menjadi kekhawatiran
bagi masyarakat Indonesia ketika Syari’at Islam Benar-benar diterapkan.

. Hendaknya dalam melaksanakan jihad untuk penegakkan Syari’at Islam
dilakukan dengan cara yang lebih santun, lemah lembut dan tanpa
kekerasan fisik. Dengan cara seperti ini, mungkin akan lebih menarik
simpati kalangan luas denagn gagasan-gagasan Majelis Mujahidin tidak
hanya dalam konteks penegakkan Syar’at [slam, tetapi juga gagasan
keagamaan yang lain.

. Bagi masyarakat, intelektual, politisi dan birokrasi hendaknya dalam
melihat eksistensi Majelis Mujahidin atau bahkan gerakan-gerakan Islam
secara umum yang memperjuangkan Syari’at Islam lebih proporsional dan
tidak keburu aprioni. Perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar dalam
alam demokrasi, yang terpenting dalam hal ini adalah saling menjaga etika
dan tidak mereduksi satu dengan yang lainnya.

. Alangkah baiknya dalam berbagai persoalan yang melibatkan publik,
disclesaikan secara damai, tfansparan, dan melibatkan publik secara
menyeluruh, termasuk adalah persoalan dasar dan bentuk negara yang
sekarang menguat kembali, sehingga tidak akan timbul saling kecurigaan

dan justifikasi-justifikasi yang merugikan salah satu pihak.
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C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan
kekuatan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penyusun
menyampaikan banyak tenima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan
bimbingannya terhadap penyusun dalam penyelesaian skkripsi ini. Knitik dan
saran sangat kami harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Selanjutnya kami berharap semoga skripsi imi dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat menjadi stimulasi terhadap

penelitian-penelitian keagamaan yang lebih komprehensip.
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Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN
Wacana Islam sebagai Dasar Negara
(Studi Majlis Mujahidin Indonesia)

A. Keorganisasian

L.

2
3
4.
5

Kapan dan oleh siapa organisasi Majlis Mujahidin didirikan ?

. Apa tujuan, visi, dan misi organisasi Majlis Mujahidin ?
. Siapakah yang bisa menjadi anggota organisasi Majlis Mujahidin ?

bagaimana pola rekruitmen anggota ?

. Apakah terdapat karakteristik atau persyaratan tertentu untuk menjadi

anggota organisasi Majlis Mujahidin ?

Bagaimana strukiur organisasi Majlis Mujahidin dan garis koordinasi
antara pusat dan daerah ?

Apakah Majlis Mujahidin mempunyai badan-badan yang berada di bawah

koordinasi organisasi ?, kalau ada badan-badan apa ?

8. Selama ini, konsolidasi organisasi dilakukan melalui metode apa ?

10.

Pola seperti apa yang dilakukan oleh Majlis Mujahidin dalam pelaksanaan
kaderisasi anggota ?
apakah Majlis Mujahidin membuka atau bersifat inklusif terhadap

organisasi Islam lain, terutama yang berideologi moderat ?

B. Wacana Keislaman

1.
2,

Bagaimana Majlis Mujahidin melihat konsep Islam rahmatarn lil ‘alamin ?
Bagaimana operasionalisasinya dalam kehidupan umat, baik dalam

konteks sosial, politik, budaya maupun ekonomi ?

. Dalam konteks kenegaraan, bagaiaman pandangan Islam menurut Majlis

Mujahidin ?



Apakah Islam mewajibkan dan memberi tanggung jawab terhadap setiap
pemeluknya untuk menjalankan syan’at Islam dalam bemegara sebagai
ideologi ?

Konsep negara Islam seperti apa yang diasumsikan oleh Majlis Mujahidin
dalam penerapannya di sebuah negara ?

Indonesia, sebagai negara yang berasaskan pancasila dan berideologi
nasional, bagaimana pandangan Islam menurut Majlis Mujahidin ?

Apakah Indonesia dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam juga

mempunyai kewajiban menjalankan Islam sebagai dasar negara ?

8. Bagaimana formasinya ?

10.

11.

12.

13.

Apakah dalam negara yang berasaskan Islam  juga memberikan
perlindungan terhadap rakyat yang beragama non Islam ?

Apakah ada perbedaan hak dan kewajiban antara rakyat yang beragama
Islam dan rakyat selainnya ?, kalau ada lalu, konsep rahmatan lil ‘alamin
pemaknaannya seperti apa ?

Sebaiknya, apakah peraturan-peraturan yang ada sekarang dirubah total
dan diganti dengan peraturan baru yang lebith mencerminkan nilai-nilai
Islam dan berlaku secara umum atau ada peraturan tersendiri yang khusus
mengatur tentang persoalan umat Islam secara khusus ?

Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, terutama dalam pembentukan awal
konstitusi, bagaiaman Majlis Mujahidin melihat perdebatan yang terjadi
antara dua kekuatan polittk besar yang mewakili bangsa Indonesia
(Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) ?

Dalam konteks sekarang, beberapa kalangan Islam dan Partai Politik
menyerukan dan mendorong diberlakukannya kembali Piagam Jakarta,
bagaimana pendapat Majlis Mujahidin mengenai hal ini ?

14. Apakah Piagam Jakarta cukup memberikan peluang dalam penerapan

15.

ideologi Islam di Indonesia ?
Bagimana strategi perjuangan Majlis Mujahidin dalam merealisasikan cita-
cita Islam sebagai dasar negara di Indonesia ?

I



Lampiran Il

TERJEMAHAN

No

BAB

Footnote

Halaman

Terjemahan

11

5

42

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka
ialah syurga ‘Adn yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal
di dalamnya selama-lamanya. Allah
ridha kepada mereka dan merekapun
ridha kepada-Nya. Yang demikian itu
adalah (balasan) bagi orang-orang yang
takut kepada Tuhannya,

III

42

Dan jika ada dua golongan dari orang-
orang mukmin berperang maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah
satu dari dua golongan itu berbuat
aniaya terhadap golongan yang lain
maka perangilah golongan yang berbuat
aniaya itu sehingga kembali kepada
perintah Allah. Jika golongan itu telah
kembali (kepada perintah Allah), maka
damaikanlah antara keduanya dengan
adil dan berlaku adillah. Sesunggnhnya
Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil.

III
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